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Abstract: Neglected older persons remain one of the widely found social welfare problems in
Indonesia, including in Lebak Regency. The Social Service Office of Lebak Regency, as a
regional government institution, plays an important role in addressing neglected older persons
through Minimum Service Standards aimed at restoring their social functioning. This study
examines how the role of the Social Service Office is implemented in providing social
rehabilitation for neglected older persons in Lebak Regency and the factors hindering the
implementation of this role based on Banten Provincial Regulation Number 8 of 2018
concerning Social Welfare Administration. This study employs theories of government action
and the welfare state. The method used is juridical empirical research with a descriptive
analytical approach. Data sources consist of primary and secondary data obtained through
interviews and related documents. Data analysis was conducted qualitatively, presenting
findings descriptively and analytically. The results show that the Social Service Olffice of Lebak
Regency has carried out social rehabilitation, with 75% of the service types mandated under
Article 13 Paragraph (4) of Banten Provincial Regulation No. 8 of 2018 having been delivered,
although implementation remains suboptimal. By 2025, coverage had reached only about
9.60% of the total target population. This condition is influenced by limited human resources,
budget, regulations, facilities and infrastructure, and data collection issues.
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Abstrak: Lanjut usia terlantar masih menjadi salah satu permasalahan kesejahteraan sosial
yang banyak ditemukan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lebak. Dinas Sosial Kabupaten
Lebak sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menangani lanjut
usia terlantar melalui Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan memulihkan fungsi sosial
mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam memberikan
rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di Kabupaten Lebak serta faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan peran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini
menggunakan teori tindakan pemerintahan dan negara kesejahteraan. Metode penelitian yang
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digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data
terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen
terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan hasil penelitian secara
deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lebak
telah melaksanakan rehabilitasi sosial, dengan 75% jenis pelayanan yang diamanatkan Pasal
13 Ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 telah dilaksanakan, namun
pelaksanaannya belum optimal. Pada tahun 2025 cakupan layanan baru mencapai sekitar
9,60% dari total populasi sasaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya
manusia, anggaran, regulasi, sarana prasarana, serta persoalan pendataan.

Kata Kunci: Lanjut Usia Terlantar, Kabupaten Lebak, Dinas Sosial, Kesejahteraan Sosial.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk hidup secara layak,
sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk
melindungi warga yang rentan, termasuk fakir miskin dan kelompok terlantar. Ketentuan ini
sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang menuntut negara berperan
aktif dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi masyarakat, berbeda dengan konsep negara
penjaga malam (nachtwakerstaat) yang bersifat pasif (Kurniawan, 2015). Kebijakan sosial
dalam kerangka ini dipahami sebagai prinsip dan strategi tindakan pemerintah untuk mengatur
alokasi sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga
negara (Suharto, 2014). Namun demikian, pada praktiknya negara belum sepenuhnya optimal
dalam memenuhi hak tersebut, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya kelompok
terlantar yang belum memperoleh pelayanan yang layak (Maharani, 2025).

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah
daerah wajib dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, salah satunya melalui
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk lanjut
usia terlantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, lanjut usia terlantar
didefinisikan sebagai individu berusia 60 tahun ke atas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Kabupaten Lebak menjadi salah satu daerah dengan populasi lanjut usia terlantar cukup
tinggi, tercatat sebanyak 7.996 jiwa dari total 156.949 lanjut usia pada tahun 2025 (BPS dan
Manadopost, 2025). Temuan kasus konkret di lapangan, seperti Bapak Alex Mogot dan Bapak
Asnawi, memperkuat urgensi persoalan ini. Hasil wawancara pra-penelitian dengan Pekerja
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak juga mengungkap sejumlah kendala pelaksanaan
rehabilitasi sosial, antara lain keterbatasan ketersediaan panti, anggaran, dan sumber daya
manusia (Maulana, wawancara, 2026).

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji rehabilitasi sosial lanjut usia dari sudut pandang
kelembagaan panti secara umum, namun belum banyak yang menganalisis secara spesifik
implementasi peran Dinas Sosial di tingkat kabupaten berdasarkan peraturan daerah tertentu
dengan pendekatan yuridis-empiris. Kekosongan inilah yang menjadi research gap sekaligus
keunikan (state of the art) penelitian ini, yaitu mengkaji implementasi Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 secara langsung pada praktik rehabilitasi sosial lanjut
usia terlantar di Kabupaten Lebak dengan memadukan teori tindakan pemerintahan dan negara
kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan
pokok:
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1. Bagaimana implementasi peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam memberikan
rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar; dan

2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-
analitis, yaitu menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan peran Dinas Sosial dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar,
sekaligus menganalisis pelaksanaannya di lapangan. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan
rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak, dengan
mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial
Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak, yang dipilih karena memiliki keterkaitan
langsung dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar. Data diperoleh dari
sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan
informan di atas, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi
dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial
Kabupaten Lebak, dengan studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk
mendukung analisis. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara serta studi
dokumen terhadap bahan hukum tertulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-analitis, yaitu data yang diperoleh disajikan dan dianalisis secara
sistematis untuk menggambarkan serta menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
Di Kabupaten Lebak Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan lanjut usia merupakan tanggung jawab negara dalam melindungi warga
negaranya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia. Pasal 3 undang-undang tersebut mengarahkan agar lanjut usia dapat
diberdayakan dan tetap berperan dalam pembangunan dengan memperhatikan kondisi fisik dan
sosialnya, serta terjaminnya kesejahteraan sosial mereka. Berdasarkan klasifikasi Kementerian
Kesehatan RI, seseorang tergolong lanjut usia apabila telah berusia 60 tahun ke atas. Adapun
berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, lanjut usia terlantar adalah mereka
yang berusia 60 tahun atau lebih dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara
materiil maupun psikis dan sosial.

Tabel 1. Kategori Usia

Usia Masa
0—28 hari Bayi baru lahir
0-59 bulan Bayi Balita
60—84 bulan hingga 7-10 tahun Anak-anak
10—18 tahun Remaja
18-59 tahun Dewasa
= 60 tahun Lanjut Usia

Sumber: Laman Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
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Kondisi lanjut usia terlantar sering disertai permasalahan fisik, psikologis, sosial, dan
ekonomi, mulai dari kekurangan gizi hingga isolasi sosial, yang berdampak pada penurunan
kualitas hidup serta menambah beban sistem jaminan sosial daerah. Berdasarkan Pasal 30
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018, Gubernur mengoordinasikan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga Dinas
Sosial Kabupaten Lebak berperan menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
kesejahteraan sosial di wilayahnya. Rehabilitasi sosial dasar di luar panti menjadi tanggung
jawab bupati/wali kota sesuai Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019,
dan dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai Pasal 12 peraturan yang sama.
Berdasarkan data Triwulan IV 2025, tercatat 7.996 lanjut usia terlantar di 28 kecamatan
Kabupaten Lebak (5.838 laki-laki dan 2.158 perempuan), dengan jumlah terbanyak di
Kecamatan Cibeber (884 orang), disusul Panggarangan (513) dan Banjarsari (567). Sebaran ini
menunjukkan luasnya cakupan masalah sosial yang harus ditangani serta belum terjaminnya
kesejahteraan lanjut usia di daerah tersebut secara menyeluruh.

Tabel 2. Data Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Lebak

No. Kecamatan Lanjut Usia Terlantar
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Banjarsari 401 166 567
2. Bayah 187 55 242
3. Bojongmanik 193 47 240
4. Cibadak 147 45 192
5. Cibeber 736 148 884
6. Cigemblong 142 43 185
7. Cihara 130 21 151
8. Cijaku 114 28 142
9. Cikulur 124 74 198
10. Cileles 249 90 339
11. Cilograng 272 119 391
12. Cimarga 357 124 481
13. Cipanas 189 62 251
14. Cirinten 173 57 230
15. Curugbitung 174 69 243
16. Gunungkencana 180 73 253
17. Kalanganyar 93 23 116
18. Lebakgedong 54 20 74
19. Leuwidamar 271 86 357
20. Maja 143 40 183
21. Malimping 94 227 321
22. Muncang 169 65 234
23. Panggarangan 358 155 513
24. Rangkasbitung 113 42 155
25. Sajira 238 56 294
26. Sobang 99 9 108
27. Wanasalam 307 142 449
28. Warunggunung 131 72 203
Jumlah 5.838 2.158 7.996
Sumber: Laporan Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia Terlantar Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten
Lebak

Menurut Ibu Neti Sulistiowati (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial), pendataan dilakukan
melalui layanan data dan pengaduan yang dikumpulkan lewat Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK). Identifikasi kebutuhan mengacu pada 13 indikator Standar Pelayanan
Minimal sebagaimana diatur Pasal 32-34 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018,
mencakup permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik-mental-
sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, penelusuran
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keluarga, reunifikasi, hingga rujukan. Setelah data terkumpul, dilakukan asesmen kebutuhan
yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pembaruan data idealnya dilakukan dua kali
setahun, namun di Kabupaten Lebak baru dilaksanakan satu kali setahun.

Rehabilitasi sosial dasar tahun 2025 dibiayai dari tiga sumber: APBD Kabupaten Lebak
(permakanan 50 penerima, bimbingan mental spiritual 15 orang, sandang berupa family kit dan
pampers untuk 35 orang), APBN melalui Kementerian Sosial (permakanan pokmas 25 orang
dan atensi 65 orang), serta APBD Provinsi Banten (nutrisi tambahan 5 orang, alat bantu
aksesibilitas 12 unit, dan permakanan 75 orang). Secara kumulatif tahun 2023-2025, baru 768
dari 7.996 lanjut usia terlantar (9,60%) yang menerima layanan, meski capaian Triwulan IV
2025 mencapai 100% dari target program yang direncanakan.

Kondisi ini tercermin dari hasil wawancara dengan sejumlah lanjut usia terlantar di
Kecamatan Rangkasbitung. Ibu Banah (72) menyampaikan kesulitan memenuhi kebutuhan
makan sehari-hari dan sudah lama tidak menerima bantuan BPNT maupun perbaikan rumabh.
Ibu Ciot (74) menyatakan bahwa meski tercatat sebagai penerima manfaat, bantuan PKH dan
BPNT belum pernah tersalurkan. Ibu Iyoh (93) dan Ibu Siti Saodah (68) memperoleh bantuan
BPNT, PKH, dan BPJS, sementara Ibu Fatimah (66) belum menerima bantuan apa pun karena
baru memisahkan kartu keluarga. Seluruh narasumber menyatakan belum pernah menerima
bimbingan fisik, mental, maupun spiritual secara langsung dari Dinas Sosial, menunjukkan
bahwa program secara formal telah berjalan namun jangkauannya di tingkat penerima manfaat
masih terbatas.

Dinas Sosial juga menjalankan fungsi rujukan ke panti sosial milik Pemerintah Provinsi
Banten, namun kuotanya sangat terbatas—hanya sekitar 25 orang per tahun untuk delapan
kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bermitra dengan empat Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS Uswah Hasanah, Islamiyah, Endah Jaya, dan Mutiara Insani) serta
berkoordinasi dengan puskesmas untuk penanganan kesehatan. Mekanisme monitoring dan
evaluasi menurut Ibu Neti masih terkendala keterbatasan SDM, sehingga pelaporan baru
sebatas pemberian layanan dasar.

Tabel 3. Implementasi Peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam memberikan layanan rehabilitasi

sosial
Bentuk Layanan Rehabilitasi Sosial
No (Berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Kondisi di Lapangan Keterangan
Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018)
1. Motivasi dan diagnosis psikososial Dilaksanakan melalui keluarga Sudah Terlaksana
2. Perawatan dan pengasuhan Dilaksanakan melalui keluarga Sudah Terlaksana
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan Belum ada tindakan terkait dari Belum Terlaksana
pemerintah setempat
4. Kewirausahaan Belum ada tindakan terkait dari Belum Terlaksana
pemerintah setempat
5. Bimbingan mental spiritual Sudah ada tindakan, namun Sudah Terlaksana
dilaksanakan di kecamatan yang
berbeda
6. Bimbingan fisik Sudah ada tindakan, namun Sudah Terlaksana
dilaksanakan di kecamatan yang
berbeda
7. Bimbingan sosial dan konseling psikososial Sudah ada tindakan, namun Sudah Terlaksana
dilaksanakan di kecamatan yang
berbeda
8.  Pelayanan aksesibilitas Sudah ada tindakan, namun Sudah Terlaksana
dilaksanakan di kecamatan yang
berbeda
9. Bantuan dan asistensi sosial Sudah ada yang menerima bantuan; Sudah
Beberapa masih ada yang terkendala Terlaksana
dalam menerima bantuan
10. Bantuan resosialisasi Belum ada tindakan terkait dari Sudah Terlaksana

pemerintah setempat, namun beberapa
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Bentuk Layanan Rehabilitasi Sosial
No (Berdasarkan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Kondisi di Lapangan Keterangan
Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018)

masih tinggal dengan keluarganya
sehingga dapat tercukupi

11. Bimbingan lanjut Belum ada tindakan terkait dari Belum terlaksana
pemerintah setempat
12.  Rujukan Sudah ada tindakan; Disesuaikan Sudah Terlaksana

dengan masalah yang dihadapi oleh
lanjut usia

Berdasarkan Tabel 3, peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam rehabilitasi sosial telah
mencapai 75% dari seluruh bentuk layanan sesuai Pasal 13 ayat (4) Perda Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2018. Menurut Bapak Aldi, layanan yang diberikan di tingkat kabupaten/kota
hanya berupa rehabilitasi dasar yang disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan. Layanan
bimbingan mental spiritual, fisik, sosial, dan konseling psikososial memang sudah
dilaksanakan, namun baru menjangkau Kecamatan Cikulur karena keterbatasan sumber daya
manusia untuk menjangkau seluruh wilayah secara merata. (Maulana, 2026)

Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi

Terdapat lima faktor penghambat. Pertama, faktor regulasi: Kabupaten Lebak belum
memiliki peraturan bupati/keputusan bupati sebagai turunan Perda Provinsi Banten Nomor 8
Tahun 2018, sehingga tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan atas pelanggaran
pelaksanaan program. Kedua, faktor sumber daya manusia: hanya tersedia 4 pekerja sosial
bersertifikat untuk menangani 7.996 lanjut usia terlantar di 28 kecamatan. Ketiga, faktor
anggaran: APBD Kabupaten Lebak hanya mampu membiayai permakanan dan sandang,
sehingga Dinas Sosial bergantung pada kolaborasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian
Sosial untuk memperluas cakupan layanan. Keempat, faktor sarana dan fasilitas: Kabupaten
Lebak belum memiliki panti sosial atau rumah singgah sendiri dan hanya mengandalkan
fasilitas milik Provinsi di Serang. Kelima, faktor pendataan: penentuan desil bantuan sosial
mengacu pada data BPS melalui DTSEN sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, namun kerap
belum sinkron dengan kondisi lapangan, ditambah pembaruan data yang hanya dilakukan satu
kali setahun alih-alih dua kali sesuai standar ideal.

Analisis Implementasi Peran Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan,
dan perlindungan sosial, yang menurut Pasal 7 huruf b Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2018 diprioritaskan bagi mereka yang mengalami keterlantaran. Rehabilitasi sosial dapat
dilaksanakan di dalam atau di luar panti melalui keluarga maupun masyarakat, dalam 12 bentuk
layanan sebagaimana diatur regulasi, dan terbagi menjadi rehabilitasi sosial dasar dan
rehabilitasi lanjut sesuai Pasal 6 Permensos Nomor 16 Tahun 2019. Rehabilitasi sosial dasar di
luar panti menjadi tanggung jawab bupati/wali kota dan tidak mencakup reunifikasi/reintegrasi
sosial yang dilakukan di dalam panti.

Standar layanan pemenuhan kebutuhan dasar antara Permensos Nomor 9 Tahun 2018
dan Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan kesamaan substansi, mencerminkan kesinambungan
kebijakan dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mekanisme pendataan
melalui TKSK dan asesmen berbasis 13 indikator SPM telah dijalankan, meski pembaruan data
masih di bawah standar ideal (satu kali, bukan dua kali setahun).

Capaian kinerja hingga Triwulan IV 2025 mencapai 100% dari target program yang
direncanakan, namun secara kumulatif 2023-2025 baru menjangkau 768 dari 7.996 lansia
terlantar (9,60%)—menggambarkan kesenjangan besar antara kebutuhan nyata dan kapasitas
layanan. Kondisi ini turut dialami langsung oleh para narasumber lansia yang diwawancarai,
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yang belum menerima layanan secara merata, menegaskan pentingnya peran pekerja sosial
yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat.

Dalam teori tindakan pemerintah, tindakan Dinas Sosial mencakup tindakan faktual
(pendataan dan asesmen lapangan melalui TKSK) dan tindakan hukum publik bersegi satu
maupun bersegi dua (penetapan penerima manfaat, penyusunan laporan berjenjang sesuai Pasal
47 huruf e dan 53 Permensos Nomor 16 Tahun 2019, serta kerja sama dengan LKS).
Kewenangan Dinas Sosial bersumber dari atribusi Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018,
Permensos Nomor 16 Tahun 2019, dan Perbup Lebak Nomor 29 Tahun 2023. Namun,
ketiadaan peraturan bupati turunan mengindikasikan rantai atribusi yang belum lengkap,
berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas hukum program.

Ditinjau dari konsep bestuurszorg, pemberian bantuan permakanan, sandang, alat bantu,
dan bimbingan mencerminkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
rentan. Pola kolaborasi pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN juga
mencerminkan prinsip welfare state secara berjenjang, sejalan dengan konsep social citizenship
Esping-Andersen. Namun, keterjangkauan layanan yang baru 9,60% menunjukkan
implementasi welfare state belum optimal, ditambah ketergantungan struktural APBD
Kabupaten Lebak yang hanya mampu membiayai permakanan dan sandang. Kasus Ibu Ciot
dan Ibu Fatimah yang belum menerima bantuan meski terdaftar, serta absennya bimbingan
kesehatan dan spiritual bagi seluruh narasumber, menegaskan bahwa implementasi masih
berfokus pada bantuan material dan belum menyentuh pemberdayaan serta pemulihan fungsi
sosial secara menyeluruh. Ketiadaan panti sosial khusus lansia terlantar di tingkat kabupaten
turut mengindikasikan belum terpenuhinya kewajiban penyediaan sarana sebagaimana
diamanatkan Pasal 29 Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018.

Analisis Faktor-Faktor Penghambat

Faktor sumber daya manusia menjadi hambatan utama: 4 pekerja sosial bersertifikat
menangani 7.996 lansia terlantar di 28 kecamatan, jauh dari ideal meski secara formal sudah
sesuai Pasal 43 ayat (1) Permensos Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 28 Perda Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2018. Dari perspektif teori tindakan pemerintah, keterbatasan ini melemahkan
kapasitas tindakan faktual (kunjungan lapangan, asesmen, monitoring), sementara dari
perspektif welfare state menunjukkan kapasitas aparatur daerah belum memenuhi standar
fungsi bestuurszorg.

Faktor anggaran: APBD Kabupaten Lebak hanya mencakup permakanan dan sandang,
sedangkan layanan lain bergantung pada APBD Provinsi dan APBN, meski Pasal 39 Perda
Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 dan Pasal 47 huruf ¢ Permensos Nomor 16 Tahun 2019
mengamanatkan alokasi anggaran daerah yang memadai. Ketergantungan ini menunjukkan
tanggung jawab kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten masih berjalan pada tahap minimum.

Faktor regulasi: ketiadaan peraturan bupati/keputusan bupati turunan membuat
pelaksanaan rehabilitasi sosial belum memiliki dasar hukum daerah yang kuat maupun sanksi
yang jelas, bertentangan dengan asas legalitas dalam teori tindakan pemerintah dan
menunjukkan komitmen welfare state yang belum mengikat secara hukum.

Faktor sarana dan fasilitas: Kabupaten Lebak belum memiliki panti sosial atau rumah
singgah sendiri dan bergantung pada fasilitas Provinsi Banten di Serang dengan kapasitas
tampung sementara tiga hari serta kuota rujukan terbatas, meski Pasal 13 Permensos Nomor 16
Tahun 2019 mengatur penyediaan rumah singgah/pusat kesejahteraan sosial. Kondisi ini
menunjukkan fungsi kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten masih bergantung pada provinsi.

Faktor pendataan: data desil DTSEN dari BPS berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025
belum sepenuhnya sesuai kondisi lapangan, ditambah pembaruan data tahunan yang belum
memenuhi ketentuan verifikasi dan pemutakhiran berkala sebagaimana diktum kedua dan
ketiga Inpres tersebut. Dari perspektif teori tindakan pemerintah, penetapan penerima manfaat
yang bergantung pada data tidak akurat berisiko tidak tepat sasaran, sementara dari perspektif
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welfare state, ketidaksesuaian data ini menghambat Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi
pelayanan sosial secara optimal bagi lanjut usia terlantar.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam
penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar, dapat disimpulkan bahwa
implementasi peran tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2018 belum berjalan optimal. Dinas Sosial telah melaksanakan sebagian kewenangannya
melalui pendataan, asesmen, serta pemberian layanan dasar bagi lanjut usia terlantar, namun
secara kumulatif capaian penanganan tahun 2023-2025 baru menjangkau sekitar 9,60% dari
total lanjut usia terlantar yang terdata, sehingga fungsi negara kesejahteraan dalam bidang ini
belum terpenuhi secara menyeluruh.

Belum optimalnya pelaksanaan peran tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya
manusia yang tidak sebanding dengan jumlah lanjut usia terlantar yang harus ditangani,
ketergantungan pembiayaan pada anggaran provinsi dan pusat akibat terbatasnya kemampuan
APBD daerah, belum tersedianya peraturan bupati sebagai landasan hukum turunan di tingkat
daerah, ketiadaan sarana dan fasilitas rehabilitasi sosial di Kabupaten Lebak, serta lemahnya
pembaruan dan sinkronisasi data penerima manfaat. Faktor-faktor tersebut secara bersama-
sama menghambat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di
Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam judul penelitian ini.

Keterbatasan

Penelitian ini secara umum tidak mengalami hambatan yang berarti, mengingat para
narasumber menunjukkan sikap kooperatif selama proses pengumpulan data berlangsung.
Sikap tersebut turut memperlancar jalannya wawancara maupun penggalian informasi yang
dibutuhkan oleh peneliti. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis yang dirasakan
langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.
Kendala tersebut tidak sampai menghambat jalannya penelitian secara keseluruhan, melainkan
lebih bersifat sebagai tantangan operasional yang dihadapi instansi terkait. Dengan demikian,
proses penelitian tetap dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan signifikan yang
memengaruhi hasil akhir penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Lebak
menambah jumlah pekerja sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial secara bertahap
serta meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan berkala, mengingat rasio penanganan saat
ini masih sangat tidak seimbang. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran
APBD secara khusus untuk rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar agar tidak terus bergantung
pada APBD Provinsi Banten dan APBN, serta segera menyusun peraturan bupati sebagai
regulasi turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial di tingkat
daerah. Selain itu, perlu diupayakan penyediaan panti sosial atau rumah singgah di Kabupaten
Lebak agar tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas milik Pemerintah Provinsi Banten yang
memiliki kuota rujukan terbatas. Dinas Sosial Kabupaten Lebak juga disarankan meningkatkan
frekuensi pembaruan data lanjut usia terlantar menjadi minimal dua kali setahun, serta
membangun koordinasi yang lebih aktif dengan Pemerintah Desa dan BPS dalam implementasi
DTSEN, khususnya dalam verifikasi dan validasi data di tingkat lokal, agar penyaluran bantuan
rehabilitasi sosial dapat lebih tepat sasaran.
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Kontribusi Author

Semua penulis memberikan kontribusi yang berarti dalam penelitian ini, mulai dari
perumusan konsep dan kerangka teori, pengumpulan serta analisis data, hingga interpretasi
hasil penelitian. Selain itu, seluruh penulis turut terlibat dalam penulisan naskah, proses revisi
ilmiah, dan pemberian persetujuan akhir terhadap artikel yang akan dipublikasikan. Setiap
penulis juga menyatakan telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel tersebut.
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